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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur  kami   panjatkan atas kehadirat   Tuhan Yang Maha Esa   yang  

telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kami dapat menyelesaikan penerbitan proseding 

dari kegiatan SINABIS 2020 yang bertema  “INOVASI KESIAPAN MASYARAKAT DALAM 

PEREKONOMIAN, PERILAKU, DAN KEHIDUPAN SOCIAL DI ERA NEW NORMAL”. 

penerbitan proseding ini ditujukan untuk  memenuhi kebutuhan akademisi dan memperluas 

pengetahuan khususnya di bidang sosial yang berkaitan dengan  manajemen, bisnis dan 

administrasi, dan bidang lain yang serumpun.  Adapaun beberapa sub tema dalam proseding ini 

adalah sebagai baerikut :  Inovasi kesiapan masyarakat di bidang perekonomian, Inovasi kesiapan 

masyarakat di bidang perilaku baik individu maupun kelompok, Inovasi kesiapan masyarakat di 

bidang berkehidupan social, dan topic lain yang telah diimplementasikan dalam kegiatan 

pengabdian masyrakat 

 Dalam penulisan dan penyusunan jurnal ini kami banyak melibatkan akademisi yang turut  

berkontribusi di dalamnya. Sehingga  dengan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya pada pihak-pihak yang terlibat khususnya yang telah memberikan banyak kontribusi 

dalam proseding ini.  Kami sadar bahwa proseding  ini terdapat banyak kekurangan.  Oleh karena 

itu besar harapan kami   agar   para   pembaca   dapat   memberikan   saran   dan   kritik   yang 

membangun demi perbaikan jurnal ini. Akhir   kata   tim redaksi   berharap   agar  proseding ini   

dapat   bermanfaat   dan   memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan. 
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ABSTRAK 

Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor ekonomi di seluruh negara. Indonesia terkena dampak pandemi ini 

sampai dengan melakukan PHK kepada mayoritas karyawannya. Bagi pelaku UMKM, pandemi covid-19 telah 

menyebabkan para pelaku bisnis tidak hanya melakukan PHK terhadap karyawannya, tetapi juga kesulitan untuk 

mencukupi biaya-biaya operasional perusahaan lainnya. Kewajiban perpajakan tentu saja menjadi prioritas yang 

kedua. Upaya untuk terus bisa beroperasi merupakan prioritas utama bagi mereka.Dalam situasi ini pemerintah 

harus memberikan peranan bagi mereka melalui kebijakan. Dalam perpajakan, pemerintah menerbitkan PMK No 

44/PMK.03/2020 tentang insetif pajak untuk Wajib pajak terdampak pandemic Corona Virus Disease 2019. Dalam 

kondisi saat ini tentu saja peraturan yang telah diterbitkan pemerintah dalam rangka memberikan keringanan 

perpajakan bagi para wajib pajak khususnya pelaku UMKM harus benar-benar dapat dimanfaatkan. Untuk itu 

kami dari akademisi, dalam hal ini sebagai pendukung kesuksesan kebijakan pemerintah akan memberikan 

sosialisasi atas PMK No 44/PMK.03/2020 dan bagaimana pemanfaatannya. 

Kata kunci: Pandemi; insentif pajak; UMKM. 

 

ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic has a huge impact on economic sectors across the country. Indonesia was affected by this 

pandemic to the point of laying off the majority of its employees. For MSMEs, the Covid-19 pandemic has caused 

business people not only to lay off their employees, but also to find it difficult to meet their company operational 

costs. How to continue to operate is a top priority for MSMEs, tax obligations are of course the second priority. In 

this situation, the government must play a role for MSMEs through policies. In taxation, the government issued 

PMK No. 44 / PMK.03 / 2020 concerning tax incentives for taxpayers affected by the 2019 Corona Virus Disease 

pandemic. In current conditions, of course, the regulations that have been issued by the government are in order 

to provide tax relief for taxpayers, especially MSMEs should actually be utilized. For this reason, from academics, 

we are conducting socialization on PMK No. 44 / PMK.03 / 2020 and how to use it as a form of our support for 

the success of government policies. 

Keywords: Pandemic; tax incentives; MSMEs. 

 
1. PENDAHULUAN 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki proporsi terbesar dari total keseluruhan 

jumlah pelaku usaha di Indonesia. Perkembangan jumlah pelaku UMKM juga terus mengalami 

peningkatan selama tahun 2012-2017. Jumlah pelaku usaha mikro (UM) pada tahun 2012 mencapai 

54.559.969 sedang tahun 2017 mencapai 62.106.900 atau mengalami kenaikan 13.83%. Untuk 

jumlah usaha kecil (UK)  pada tahun 2012 mencapai 602.195 sedang tahun 2017 mencapai 757.090  

atau mengalami kenaikan 25.72%. Jumlah pelaku Usaha Menengah (UM) pada tahun 2012 

mencapai 44.280 sedang tahun 2017 sebanyak 58.627 atau mengalami kenaikan 32.40%. secara 
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keseluruhan kenaikan jumlah UMKM dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah 13.98% 

(Badan Pusat Statistik, 2015). Perkembangan jumlah pelaku UMKM dapat dilihat pada Gambar  di 

bawah ini 

 

 

Sumber: Data diolah penulis 

Gambar 1 Perkembangan Jumlah UMKM 

 

Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, UMKM diklasifikasikan menjadi 4 

(empat) kelompok, yaitu: 

a. UMKM sektor informal, seperti pedagang kaki lima 

b. UMKM mikro yang terdiri atas UMKM yang memiliki kemampuan sifat pengrajin tetapi 

kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya 

c. Usaha Kecil Dinamis yaitu UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama 

(menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor 

d. Fast Moving Enterprise  yaitu UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah 

siap bertransformasi menjadi usaha besar. 

Mengacu pada Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 6, disebutkan kriteria 

bagi usaha di tingkat usaha mikro, usaha kecil, dan tingkat usaha menengah. Pada tingkat usaha 

mikro, kriterianya adalah (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (2) memiliki hasil penjualan tahunan 

paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pada tingkat usaha kecil, kriterianya adalah 

(1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan 

55.206.444

56.534.591

57.895.721

59.262.772

61.651.176

62.922.617

50.000.000

52.000.000

54.000.000

56.000.000

58.000.000

60.000.000

62.000.000

64.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total UMKM



 

SINABIS 2020 | Hal.111 

 

 

pada tingkat usaha menengah, kriterianya adalah (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- 

(sepuluh milyar rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan (2) memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).  

Bagi pelaku UMKM yang masih memiliki peredaran bruto Rp.4,8 Milyar tiap tahunnya, saat 

ini pelaku usaha ini menjadi wajib pajak dengan pengenaan PPh Final 0.5% dari peredaran bruto. 

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan Peraturan Meteri Keuangan 

Nomor 99/PMK.03/2018. Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa objek pajak atas PPh Final 0.5% 

adalah penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan 

penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu yang dimaksud adalah penghasilan yang tidak melebihi 

Rp.4.8 Milyar dalam satu tahun. Dalam peraturan ini juga menyebutkan bahwa wajib pajak yang 

dikenakan atas PPh Final ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak berbentuk koperasi, 

persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.8 Milyar dalam satu tahun. 

Penerbitan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 merupakan revisi dari Peraturan 

sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Perubahan peraturan ini pada 

hakikatnya adalah harapan untuk terus menstimulus  dan mendorong peranan pelaku UMKM dalam 

perpajakan. Safrina, et.al (2018) melakukan kajian dalam penerapan Peraturan Pemerintah No 23 

tahun 2018 bagi pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai keefektifan 

dari kebijakan tersebut, perlu adanya peran pemerintah dalam hal strategi maupun sosialisasi. 

Sampai saat ini hal terkait perpajakan masih menjadi hal yang tidak biasa bagi para pelaku 

UMKM. Kurangnya pemahaman terkait perpajakan menyebabkan kurangnya kepatuhan bagi wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permata 

Sari, et al (2017) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kalsum, et, al (2015) juga menyebutkan bahwa 

pemahaman perpajakan berpengaruh siknifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota 

Pekan Baru. Penerapan sistem pemajakan di Indonesia yaitu dengan menggunakan Self Assesment 

System mengharuskan para wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan 

secara mandiri. Implementasi sistem pemajakan tersebut akan sangat terhambat apabila tingkat 

pengetahuan wajib pajak masih kurang. Melalui penyuluhan dan sosialisasi perpajakan dapat 

menjadi media transfer informasi dan pengetahuan bagi wajib pajak. 

Penelitian dilakukan di Kota Gede Yogyakarta, menguji kepatuhan pembayaran pajak pada 

pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa responden bersedia untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tarif 

baru tersebut, akan tetapi responden berharap mendapatkan sosialisasi secara berkelanjutan 

(Maulida, Alfiatul, 2018). 
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Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Maulida (2018), Tatik (2018) melakukan 

penelitian berupa studi Kasus di UMKM Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa tarif pajak yang ditetapkan cukup memberatkan dan pelaku UMKM juga masih 

kurang paham terhadap kewajiban perpajakan yang seharusnya dilaksanakan. 

Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Dwi Ananda, 

et, al). Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulita Adriani, et al 

(2017) yang menyebutkan bahwa sosialisasi  pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh postif 

terhadap kesadaran pajak. Sosialisasi perpajakan diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib 

pajak.  

Pandemi covid-19 masih melanda Indonesia. Para pelaku UMKM merupakan salah satu 

pelaku ekonomi yang terdampak secara signifikan atas pandemi ini.Pemerintah sampai saat ini terus 

melakukan upaya pemberian insetif pajak bagi para pelaku UMKM.Sampai saat ini, pemerintah 

setidaknya sampai empat kali peraturan dalam pemberian kebijakan insetif pajak yaitu PMK 

No.23/PMK.03/2020, PMK No.44/PMK.03/2020,  PMK No.86/PMK.03/2020, dan yang terakhir 

adalah PMK No.110/PMK.03/2020. Dalam PMK No.44/PMK.03/2020 yang telah disebutkan 

bahwa pelaku UMKM mendapat insetif pajak berupa pembebasan pengenaan PPh Final. Sampai 

dengan peraturan terakhir yaitu PMK No.110/PMK.03/2020 menyebutkan bahwa insetif pajak 

tersebut diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Tentu saja hal tersebut menjadi “kabar baik 

“ bagi pelaku UMKM untuk terus memanfaatkan kebijakan tersebut. Namun mengacu pada hasil 

penelitian penelitian terdahulu, bahwa pemahaman terkait perpajakan bagi pelaku UMKM samapai 

saat ini masih sangat rendah. Tentu saja hal tersebut menjadi faktor penghambat bagi pelaku UMKM 

dalam memanfaatkan insetif pajak. Menilik dari peraturan yang ada, insetif pajak yang diberikan 

tidak serta merta berlaku tanpa ada langkah-langkah pelaporan yang harus dilakukan oleh pelaku 

UMKM. Untuk itu, dalam upaya mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 

serta dalam upaya Pengabdi dalam memberikan sumbangsih pengetahuan kepada pelaku UMKM, 

maka Pengabdi akan melaksanakan Sosialisasi Insetif Pajak bagi Pelaku UMKM sebagai Dampak 

Pandemi Covid-19. 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

Berdasar pada permasalahan di atas, penulis melaksanakan sosialisasi Insentif Pajak bagi 

Pelaku UMKM sebagai Dampak Pandemi Covid-19 bagi pelaku UMKM di Kecamatan Ciracas 

Jakarta Timur pada  Kamis, 4 Juni 2020. Mengingat situasi saat ini pandemic covid-19 masih belum 

mereda, maka program sosialisasi ini diadakan secara virtual melalui zoom meeting. 
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2.1 Prosedur Kerja/ Langkah  kerja 

Prosedur kerja yang dilakukan dalam sosialisasi ini adalah sebagai berikut: 

a. Pada tahap awal mitra mengirimkan surat permohonan sebagai pembicara 

b. Pada tahap pelaksanaan melakukan abdimas kepada para pelaku UMKM di 

Kecamatan Ciracas Jakarta Timur terkait insetif pajak  

c. Pada tahap akhir melakukan pelaporan hasil pelaksanaan progam Abdimas  

 

2.2 Partisipasi Mitra 

 Partisipasi mitra dalam pelaksaan abdimas ini adalah mengkoordinir bagi para pelaku 

UMKM di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur agar ikut serta dalam sosialisasi ini untuk 

memberikan tambahan pengetahuan dan implementasi dalam memanfaatkan insetif pajak. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mengacu pada hasil pelaksanaan pengabdian, dapat dilihat bahwa pelaku UMKM di 

Kecamatan Ciracas Jakarta Timur bergerak di bidang, makanan, pakaian, dan jasa cetak. Para pelaku 

UMKM masih memiliki omset di bawah Rp.4.8 Milyar setiap tahunnya. Setelah dilaksanakan  

Sosialisasi, Pengabdi melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pengabdian dengan menyebarkan 

questioner kepada peserta. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan progam. 

Dalam evaluasi ini ada beberapa hal penting yang cukup menarik bagi Pengabdi yaitu mayoritas 

para pelaku UMKM masih belum memahami secara mendalam terkait Peraturan Pemerintah No 23 

Tahun 2018. Hal tersebut tentu dapat mencerminkan bahwa para Pelaku UMKM selama kebijakan 

dikelaurkan belum menjalankan yang telah diamanatkan dalam aturan. Selain itu bagi para pelaku 

UMKM yang selama ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya masih belum mendalami 

secara penuh insetif pajak yang dikeluarkan pemerintah. Akibatnya, insetif pajak yang seharusnya 

bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam masa Pandemi Covid-19 ini belum secara optimal 

dimanfaatkan. 

 

4. KESIMPULAN 

Mengacu pada hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, Pengabdi menyimpulkan 

bahwa sampai saat ini masih banyak pelaku UMKM yang masih belum cukup memahami peraturan 

perpajakan yang ada di Indonesia khususnya Peraturan Perpajakan yang jelas mengatur kewajiban 

bagi pelaku UMKM. Hal ini dapat disimpulkan bahwa insetif pajak yang dikeluarkan oleh 

pemerintah pada masa pandemic covid-19 ini pun menjadi kurang optimal untuk dimanfaatkan 
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